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Dalam setiap pernikahan pasti didalam rumah tangga ada kalanya
mengalami masalah, ada kala masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan ada
juga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Maka jalan satu-satunya untuk
permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik adalah melalui
perrceraian. Perceraian ada terdiri dari 2 jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat.
Dalam setiap perceraian setiap suami berhak untuk memberikan nafkah kepada
istrinya baik berupa nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah
hadhanah. Dalam menuntut haknya sang istri yang dicerai mendapatkan
perlindungan dari aturan yang terdapat dalam PERMA No 3 Tahun 2017 serta di
akomodir oleh SEMA No 2 Tahun 2019 pada perkara perceraian di Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh terhadap pemenuhan hak perempuan pada perkara
perceraian. Dalam islam juga diatur bahwa setiap suami yang menceraikan
istrinya berhak untuk memberikan hak istrinya seperti yang tertera dalam QS.
At-Talaq ayat 1-6. Metode yang diambil dalam penelitian ini merupakan metode
yuridis normatif dan studi lapangan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hasil
dari penelitian ini diperoleh bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak
perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta
dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam,
bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah
kepada istri dan anaknya, natkah mut’ah bagi perempuan yang ditalak, serta
hutang mahar yang harus dilunasi segera.
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Dear cinta pertama dan panutanku, Abi tercinta, Suhardiman. Terima kasih
banyak Abi, selalu ada untuk berjuang dalam kehidupan penulis,
terimakasih atas semua do’a dan dukungan yang abi berikan kepada penulis.
Sehat sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Abi harus ada disetiap
perjalanan dan pencapaian hidup saya, I love you Abi.
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sampai sarjana. Aku bangga menjadi bagian dari belahan jiwamu, aku
bangga menjadi seorang anak yang terlahir dari seorang ibu hebat sepertimu
Ummi. Terima kasih banyak atas segalanya, Ummi telah memberikan cinta
dan doa yang terbaik untuk kelancaran penulis. Sehat sehat Ummi, dan anak
gadismu ini akan terus baik baik saja selama Ummi ada. I love you Ummi.
Kepada cinta kasih keempat saudara-saudari penulis, abang Muhammad
Farouq Al-Mumtaz, adik laki-laki penulis Faiz Ahza Al-Mujaddid serta adik
perempuan kembar penulis Mirvared Naza Farin (Aufa) dan Farnaz Naza
Farin (Aufi). Terima kasih atas semua doa dan semangat yang kalian
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Kedua terakhir yang tak kalah penting kehadirannya, MR terima kasih telah
menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Terima kasih telah berkontribusi
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
) - te
tidak tidak
) . (dengan
‘ Alif | dilamba | dilamba L ta’ T o
titik di
ngkan | ngkan
bawah)
zet
(dengan
< Ba’ b Be 8= za z -
titik di
bawah)
koma
< T2’ t Te & ‘ain ¢ terbalik
(di atas)
es
N . (dengan ) _
(- Sa’ $ C Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim i | s Fa&’ F |Ef




Ha’

ha
(dengan
titik di
bawah)

G-

Qaf

Ki

Kha’

ka dan
ha

Kaf

Ka

Dal

De

Lam

El

Zal

zet
(dengan
titik di

atas)

Mum

Em

R

Er

Nin

En

Zai

Zet

Wau

We

Sin

Es

Ha’

Ha

Syin

8y

es dan

ye

Hamz

ah

Apostrof

Sad

es
(dengan
titik di
bawah)

Ya’

Ye

Dad

de
(dengan
titik di
bawah)

2. Vokal




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
’ fathah A A
p Kasrah I I
’ dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambang

nya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
L§ .. fathah dan ya’ Ai adani
... fathah dan wau Au adanu

Contoh:

S kataba
dad fa‘ala
’),5} - zukira

EA e
Y - yazhabu

Js»

3. Maddah

-su’ila

- kaifa

- haula

Xi




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
B fathah dan alif atau _
... _ A a dan garis di atas
va
Lﬁ kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
}} dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
Jé qala
Ls;:) - ramad

B\ qila
U;ig - yaqiilu
4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ta’ marbitah ada dua:
1) Ta’ marbitah hidup
ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t’.
2) Ta’ marbitah mati
ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah ¢’ marbitah itu

ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
2\-*43_) Jelay - raud ah al-atfal
- raud atul atfal
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:\-‘-‘J-J éJ}ﬁJ\ - al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul-Munawwarah
Alb - galpan
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
E’f’) - rabbana
df):’ - nazzala

f):m - al-birr
=l - al-hajj

e - nu' ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qgamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Xiii



Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:

}d;‘)\ - ar-rajulu
iﬁf—.’:‘-ﬂ‘ - as-sayyidatu
M\ - asy-syamsu
;EM - al-qalamu
éﬂ-‘j‘ - al-badi‘u
Joa) - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
Contoh:
-,0 A4 (0 P
O B - ta’ khuzina
s‘«ojﬂ\ - an-nau’
L;N - syai’'un
bl - inna
‘L’JAT - umirtu

JST -akala

8. Penulisan kata

Xiv



Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:
us\g()\“)j\;:\;)’éj A:Umj - Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

- Wa innalldha lahuwa khairurrazigin
U\M\}ﬁ\\ﬁjﬁ - Fa auf al-kaila wa al-mizan
- Fa auful-kaila wal- mizan
IR a5 - pbrahim al-Khalil
- Ibrahimul-Khalil
la Lw):“ju\,)éﬂ 4 ?“"“ - Bismillahi majraha wa mursah
<) %A oo QN e & - wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti man
istatd ‘a ilahi sabila
T ‘\:}j\ & Uil O - Walillahi ‘alan-ndsi hijjul-baiti manistatd ‘a
ilaihi sabila
9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
U}iﬂ)ij\ Xk tﬂ;} -Wa ma Muhammadun illa rasul
u-“m /Q:Afﬁ ‘L‘,-J:' U&j‘ &ul - Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
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:\5,)\4:“ :*S-‘-’ Lﬁﬂ lillazi bibakkata mubarakkan

i)‘);]‘ 408 LL):\ Lﬁ;ﬂ uhéﬁji)ﬂ-ﬁ* - Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu
- Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
Q;\:\:J\ éﬁ[ L ;r)m/j - Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
Oad BN SO & QY - ihamdu lillahi rabbi al-‘Glamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:
L’-L)g @5} A L)-‘\,:)-\AJ - Nasrun minallahi wa fathun qarib
[FSVEN i);‘l” pul - Lillahi al’amru jami‘an
Lillahil-amru jami ‘an
;.-.‘59 945*3 Us—‘ ::“B - Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa
tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-

nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
XVi



Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan
sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf,

bukan Tasawuf.
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AR-RANIRY
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan adalah untuk terciptanya ikatan jasmani dan rohani
antara suami istri dalam keluarga dan untuk mendapatkan keridhaan Allah
SWT." Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI), tujuan perkawinan adalah
untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.?

Setelah menempuh kehidupan berumah tangga, ada kalanya terjadi
ketidaksesuaian antara suami istri, ketidaksesuaian yang tidak diinginkan sering
terjadi dan tidak bisa diselesaikan, sampai tidak bisa dipertahankan lagi dan
berujung pada perceraian. Jika rumah tangga terus menerus terjadi
ketidaksesuaian sampai mengancam ketentraman dan keharmonisan, maka harus
ada acara lain yang untuk digunakan untuk berpisah.’

Perceraian adalah berakhirnya ikatan keluarga. Pasal 207 KUHP perdata
mengatur sebagai berikut: Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan oleh
pengadilan, berdasarkan kemauan salah satu pihak dalam perkawinan, dan atas
dasar yang ditetapkan undang-undang. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: tentang pernikahan (1), perceraian hanya
dapat dikabulkan setelah pengadilan yang berwkeenang gagal mencapai
kesepakatan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Putusan

Pengadilan Agama, ada dua jenis perceraian, yaitu perceraian talak dan

! Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2 Kompilasi Hukum Islam.

Ahmad Fauzi, Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filososfis Terhadap Makna
Perceraian), Mahkamah:Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 56.

1
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perceraian yang digugat. Pengadilan mewajibkan mantan suami untuk
memberikan natkah kepada mantan istrinya berupa tunjangan mut’ah, tunjangan

madhiyah, tunjangan iddah, dan tunjangan anak dalam jangka waktu tertentu.*

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan
dihadapkan pada dua keputusan penting. Pertama, harus mampu menegakkan
hukum dan keadilan semaksimal mungkin. Kedua, pengadilan juga harus
mempertimbangkan kepentingan perempuan dan anak-anak yang “umumnya”
menjadi korban permasalahan keluarga yang lebih serius. Oleh karena itu,
seluruh hakim harus memberikan solusi yang bagus dan tepat kepada
perempuan dan anak-anak ketika menangani permasalahan perempuan dan anak
yang menjadi korban dari perbuatan suami dan ayah yang mengelak dari

tanggung jawab mengambil keputusan.

Hakim-hakim di pengadilan dituntut memiliki kejelian luar biasa dan
kepekaan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang
menjadi korban dari perilaku suami/ayah yang telah melalaikan tanggung
jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari perkara-perkara tersebut diharapkan

mampu memberi solusi yang cepat dan tepat bagi kaum perempuan dan anak.

Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah.
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 didasarkan pada evaluasi kasus pelanggaran
hukum pada perempuan. PERMA tersebut didasari oleh kemauan Mahkamah
Agung untuk menghapus hambatan yang didapatkan oleh perempuan saat ingin

menuntut keadilan dihadapan persidangan.’

4 Rendra Widyakso, Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat, https://pa-
semarang.go.id/images/stories/Artike/ TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-
GUGAT.pdf, di akses pada 24 Mei 2023, pada pukul 10:33.

5 Amran Suardi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan
Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan”. Jurnal Hukum dan Peradilan,
Vol. 7, No. 3, (2018), hlm. 353.
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Perceraian tersebut hanya bisa dikabulkan di hadapan persidangan
setelah Mahkamah Syar’iyah berusaha untuk mendamaikan para pihak.
Terputusnya ikatan perkawinan atas dasar kehendak suami atau istri, karena
memiliki perbedaan antara keduanya atau kegagalan suami atau istri dalam
memenuhi hak dan kewajiban suami atau istri. Sebagaimana dalam hukum
perkawinan yang berlaku secara umum bahwa ketidakharmonisan rumah tangga
akan menimbulkan pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri. Meski telah
bercerai, mantan istri tetap memiliki hak atas suaminya. Hak tersebut meliputi
pemeliharaan iddah, hak anak dan tunjangan utang. Namun kenyataannya,
banyak perempuan yang bercerai tidak memiliki mata pencaharian setelah
perceraian.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengajuan Perkara yang
Melibatkan Perempuan ke Pengadilan merupakan angin segar bagi perempuan
yang mengajukan perceraian terhadap suaminya untuk menuntut haknya.
Namun sebelum adanya SEMA, seorang istri yang menggugat cerai suaminya
tidak dapat menggunakan hak-haknya seperti natkah Mut’ah , iddah, madhiyah
dan hadhanah. Sebab, pemberian hak-hak itu belum ada yang mengatur dalam
undang-undang perkawinan. Selain itu, para ulama berpendapat bahwa wanita
yang menceraikan suaminya dapat disebut nusyuz. Oleh karena itu, PERMA
Nomor 3 Tahun 2017 merupakan payung hukum atau landasan hukum baru bagi

hakim di Mahkamah Syar’iyah.°

Maka dari Latar Belakang di atas, Penulis ingin melihat, apakah seorang
perempuan yang diceraikan dan yang mengajukan gugatan perceraian, apakah ia
juga mendapatkan hak-hak sebagai perempuan yang diceraikan dan
menceraikan. Karena selama ini yang kita tahu, pemenuhan hak-hak perempuan

ketika seorang suami yang mengajukan perceraian. Dan terkait dengan itu,

8 Perma No 3 Tahun 2017.
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penulis ingin melihat bagaimana pengimplementasian pemenuhan hak hak

perempuan yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perkara
Perceraian Di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh?.

Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Implementasi
Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pada Perkara Perceraian

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi

Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pada Perkara Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

L.

3.

Untuk mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Untuk Mengetahui Hak-Hak Apa Saja Yang Akan Didadaptkan
Oleh Perempuan Perkara Perceraian.

Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Secara Umum Terhadap
Implementasi Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pada Perkara

Perceraian.

D. Penjelasan Istilah

1.

Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merujuk pada

pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya ditujukan pada kegiatan

yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.. Suatu kebijakan tidak

akan terjalankan dengan baik apabila tidak adanya penerapan atau

impelementasi yang baik serta sungguh-sungguh dari suatu pihak. Maka perlu
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adanya impelementasi dari setiap pihak agar sebuah kebijakan dapat terjalankan

dengan baik.’

Dalam penelitian ini penulis membenarkan implementasi PERMA No 3
Tahun 2017 yang diakomodir oleh SEMA No 2 Tahun 2019 dalam perkara
perceraian di Pengadilan Syariah Banda Aceh tentang hak perempuan untuk
mengajukan perkara cerai. Jadi. Mengenai hak-hak perempuan yaitu nafkah

madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan natkah hadhanah selama tidak nusyuz.

Perempuan yang diceraikan atau yang mengajukan gugatan cerai kepada
suaminya yang ingin untuk mendapatkan hak-haknya maka perempuan tersebut
dapat menggugat balik suaminya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk

dapat memperoleh hak-haknya dalam gugatan tersebut.®
2. Hak Perempuan

Hak perempuan merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan
kepada seorang wanita dalam segala aktifitasnya. Tuntutan terhadap hak-hak
perempuan mulai muncul pada abad ke-19 karena banyaknya kekerasan serta
dikriminasi yang di dapatkan oleh para kaum wanita. Dalam kamus Bahasa
Indonesia hak perempuan adalah kewajiban yang dimiliki seorang wanita sejak
lahir untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa adanya kekerasan serta
diskriminasi.” Dalam pernikahan maupun setelah pernikahan perempun juga

perlu mendapatkan hak-haknya dari suaminya antara lain:

" Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
2010)

h. 182.

8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 801-
802.

Pandu, Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya,
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/, (Diakses pada 27 Oktober
2023, Pukul 11:31 Wib).
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e Nafkah Iddah adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri yang ditalak
oleh suaminya selama masa iddahnya, kecuali jika suaminya

membangkang

o Nafkah Madhiyah, adalah nafkah yang belum dipenuhi oleh suami kepada

istrinya pada masa dahulu disaat mereka masih menjadi suami istri.

e Nafkah Mut’ah, adalah nafkah yang diberikan suami kepada isterinya yang

diceraikan, baik berupa uang maupun sarana lainnya.

e Nafkah Hadhanah, adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri

yang dicerai untuk menjaga anaknya sebelum anak tersebut mumayyiz."
3. SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan peraturan MA
yang dibagikan kepada seluruh anggota lembaga peradilan dan memberikan
pedoman penyelenggaraan peradilan. SEMA berfungsi sebagai kerangka

peraturan untuk fungsi formal."
4. PERMA

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan peraturan yang
memuat ketentuan acara mengenai perubahan putusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Lampiran nomor 57/KMA/SK/1V/2016. Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Pedoman

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 271/KMA/SK/X/2013.

' Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 tahun 2019 jo PERMA
No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum
Islam.

"Henry p.panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari,
(Jakarta:Sinar harapan,2001), him. 144.



E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang peneliti lakukan bertujuan untuk melihat persamaan
serta perbedaan dengan penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi. Untuk
itu peneliti akan menguraikan penelitan yang berkaitan dengan Implementasi
Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh, sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tara Fathin Rusli Mahasiswa,
Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020, dengan Judul Implementasi
Hak-Hak Perempuan setelah Perceraian Di Mahkamah Syari’ah Kolaka. Fokus
dari skripsi ini adalah pengemplementasi hak-hak perempuan yang sudah
terealisasi di Mahkamah Kolaka. la mendapatkan banyak hasil penelitiannya
melalui wawancara dengan para ibu-ibu yang menggugat cerai. Kesadaran
perempuan terkait hak-haknya setelah perceraian. Metode yang digunakan

adalah metode kualitatif.'

Kedua, Jurnal berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca
Perceraian: SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Syari’ah Nganjuk yang
ditulis oleh Mochammad Agus Rachmatulloh, diterbitkan oleh Majalah
Samawah (Jurnal Hukum Keluarga Islam 2), Kediri 2022. Fokus Jurnal Ini
mencari kebenaran secara lokal. Data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder hasil wawancara yaitu SEMA No. 2 Tahun 2019. Temuan penelitian ini
adalah ketika suami tidak hadir saat terjadi perselisihan perceraian, maka aturan

tidak ditegakkan dan istri tidak diberitahu mengenai hal tersebut hukum."

2 Tara Fathin Rusli, “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di
Pengadilan Agama Kolaka”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020).

¥ Mochammad Agus Rachmatulloh, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat”.
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2, Juli 2022.
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Ketiga, Jurnal oleh Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, Rezki Suci
Qamaria dengan judul “Hambatan Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019
terhadap Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perkara di
Pengadilan Syariah Kabupaten Kediri” Diterbitkan pada tahun 2022 oleh Jurnal
Ponogoro (Jurnal Penelitian Hukum dan Keluarga). Fokus penelitian ini adalah
mempertimbangkan hal tersebut. Penelitian ini mengungkap dua faktor yaitu
faktor eksternal dan faktor internal, yaitu faktor internal karena suami tidak
hadir di persidangan, dan faktor eksternal karena istri tidak mengetahui apa hak-
hak yang seharusnya ia miliki dan tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan
mantan suaminya, maka hak-hak tersebut Sementara itu, solusi yang diusulkan
adalah dengan membawa sang suami ke pengadilan, melanjutkan mediasi, dan

melanjutkan perdamaian para pihak."

Keempat, Pada penelitian yang dilakukan Himawan M, Suparnyo,
Hartanto D tentang pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017
Untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022.
Hasil dari penelitian tersebut didapati bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak
perempuan dalam perkara perceraian di Mahkamah Syari’ah Kudus masih
belum terlaksana dengan baik. Permasalahan yang dihadapi ialah kurangnya

informasi serta adanya intimidasi dari pihak suami."

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Abidin Nurdin tentang
Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh

Menurut Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian

“ Moch Irwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan
Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, Journal Of Law Family and Studies Vol. 1 No.
2 (2022).

' Himawan M, Suparnyo S, Hartanto D, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.
3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus”, Jurnal Suara
Keadilan, Vol. 23, No. 1, (2022).
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harta secara bersama bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan serta untuk

kemaslahatan bersama.'®

Berdasarkan yang telah peneliti telusuri dari artikel, jurnal dan skripsi di
atas, dapat peneliti simpulkan bahwa adanya perbedaan dengan penelitian yang
peneliti lakukan, penelitian yang peneliti lakukan ini berfokus pada
Implementasi Pemenuhan Pasca Cerai Gugat. Walaupan nantinya kajian pustaka

di atas akan peneliti jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini..

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif,
penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara
menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan yaitu di Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh yang didukung oleh teori.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif.
Pendekatan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan penulis
menginterpretasikan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang terjadi di

lapangan.

3. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data

sekunder sebagai sumber data.

'® Abidin Nurdin, “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan
didceh Menurut Hukum Islam”, El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 02, No. 02 (2019)
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Data primer adalah sumber data yang menjadi fokus langsung
penelitian. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah
PERMA No 3 Tahun 2017 dan SEMA No 2 Tahun 2019.

Sumber data sekunder adalah pendukung dari sumber data primer.
Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah putusan
pengadilan syariat kota Banda Aceh, buku-buku dan penelitian

kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data

menggunakan dengan dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi:

a.

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab langsung antara
dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang telah disiapkan oleh responden. Responden dalam penelitian ini
adalah pegawai Pengadilan Syari’ah kota Banda Aceh."”

Teknik studi dokumentasi adalah mengumpulkan dan mereview buku
serta literatur tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
baik berupa berita acara putusan dan catatan lainnya yang

berhubungan langsung dengan Perkara perceraian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Tujuan keabsahan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh

data yang berkualitas tinggi dibandingkan dengan data dari sumber bacaan serta

dapat menentukan relevansi dan kesesuaian data tertulis untuk menjawab

pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan dari kegiatan pengolahan data

untuk memeriksa hasil  pengolahan data. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran

7 Cholid Narbuko, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 83.
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tentang peristiwa sosial. Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis

yang menggunakan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Analisis data pada penelitian ini bersifat deduktif dengan mengampil
kesimpulan dari segala pertanyaan dan pernyataan dengan berpikir secara
rasional, serta penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan rumusan masalah.
Dengan demikian kegiatan analisis ini mampu kesimpulan yang mudah

dipahami dan akurat.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan yang diatur dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Tahun 2019."

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu pembaca untuk memahami isi pembahasan, penulis
akan mengklasifikasikan menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, pengertian istilah, tinjauan pustaka,
metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 berisi penjelasan umum dan alasan perceraian, meliputi pengertian
perceraian, dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, faktor-faktor pemicu
perceraian, dan hak-hak perempuan setelah perceraian.

Bab 3 membahas tentang analisa penulis terhadap kasus perceraian,
antara lain: gambaran umum Pengadilan Syariah Kota Banda Aceh sebagai
tempat penelitian, dan gambaran kasus perceraian perempuan di Pengadilan

Syariah Kota Banda Aceh Implementasi Hak serta Hukum positif dan hukum

'8 Khairuddin, Dkk, Buku Pedoman Penulis Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.
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Islam dalam mengkaji mengenai Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca
Perceraian di Pengadilan Syariah Banda Aceh.
Bab 4 merupakan kesimpulan, bab ini merupakan bab terakhir dan berisi

kesimpulan dari temuan penelitian dan saran terhadap temuan penelitian.






BAB DUA
PERCERAIAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN
PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan antara suami dan
istri, yang mana pernikahan tersebut diakhiri secara hukum dimana perceraian
tersebut sah secara aturan yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) Kata Perceraian adalah Perpisahan, perpecahan, perihal bercerai (antara
suami istri). Sedangkan kata bercerai adalah tidak bercampur (berhubungan,
Bersatu, dan lain sebagainya).”

Talak menurut bahasa adalah “mengakhiri ikatan” artinya mengakhiri
ikatan pernikahan. Secara hukum islam atau fiqih munakahat talak berarti
melepaskan tali dan membebaskannya. Istilah “perceraian” dalam pasal 38 UU
No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan pernikahan bisa terputus dengan kematian atau
perceraian serta adanya putusan dari hakim. Secara hukum perceraian adalah
terputusnya ikatan perkawinan yang berakibat tidak adanya hubungan suami dan
istri lagi.”

Istilah “Perceraian” dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah
pernikahan dapat terputus karena beberapa hal kematian, perceraian serta
adanya putusan hakim. Secara yuridis perceraian adalah terputusnya ikatan

perkawinan, yang berakibat tidak adanya hubungan suami istri.”

¥ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bhasa Indonesia, Cet, ke V,
(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), him. 261.

2 Agustin Hanapi, Buku Daras Hukum Keluarga, (Banda Aceh, 2014), him. 75.

“Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian..., hlm. 15-16.
14
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Perceraian adalah tindakan yang dapat terputusnya hubungan
perkawinan suami istri karena menyebutkan kata talak secara sadar oleh suami
kepada istrinya, yang mana perkawinan tesebut secara agama Islam.

Perceraian merupakan proses selesainya ikatan pernikahan yang mana
perceraian bagi yang beragama nonmuslim itu terlaksanakan di Pengadilan
Negeri sedangkan bagi yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama.
Menurut ketentuan umum pisah berarti berakhirnya pernikahan atas putusan
penguasa yang ditunju atas permintaan dari suami atau istri.?

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa perceraian adalah
selesainya ikatan pernikahan baik diceraikan oleh suami maupun di gugat oleh

istri yang mana dilakukan dihadapan di pengadilan atas putusan hakim.

B. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Undang-undang tidak melarang adanya perceraian bila kedua
belah pihak menginginkannya. Perceraian yang demikian merupakan hal baru
yang dapat dilakukan yang mana dulunya hak untuk memutuskan perceraian
hanya bisa dilakukan oleh suami namun sekarang sang istri juga bisa melakukan
gugatan cerai untuk mengakhiri pernikahan mereka yang nantinya akan
dilakukan di Pengadilan Agama.”

Dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan serta Pasal 113
Bab XVI mengenai Ketentuan hukum islam terdiri dari bebarapa hal: kematian,

perceraian, serta putusan hakim*'. Dalam islam perceraian itu dihalalkan namun

2 Eko Syukri Mulyadi, Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum
Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian, Persumption, Vol.5, No. 1, April 2023, him.
62.

2 Dahwanin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di
Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, ISSN: 1907-7262 / e-ISSN:
2477-5339 Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hlm. §9.

% Wiwi Fauziah dan Muhammad Fathan Ansori, “Keharusan Perceraian Di
Pengadilan Agama” https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-
keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama, (Diakses pada 16 September 2023, 21:26).
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tindakan tersebut sangat tidak disukai oleh Allah seperti yang dikatakan Nabi

Muhammad:

B0 ) 09T sl 06 AR adle 30 Bl LA e ek g e
(JJ‘J}.}\ a\j‘))tém‘ U/A:i)}’
Artinya: Dari Ibn ‘Umar suatu yang halal namun sangat dibenci Allah
ialah talak. (H.R. Abu Dawud).”

Dasar hukum islam yang memperbolehkannya talak terdapat dalam

firman Allah:
01851 8800 ) glan Ty Femiad BTGNS ST 2t 13y L L’@j
Adne Aalsy 0l 0 ) GalA0 Vs Do O AR ALY
&\JA&JJSYM’(JLA&MJ}S&@W)M 3"533251;’)
Sl elld 3y &uan)
“Wahai Nabi, jika engkau menceraikan isterimu hendaknya engkau
melakukannya pada saat dia mampu melewati iddah (yang pantas), menghitung
jam iddahnya, dan bertawakal kepada Allah, Tuhanmu. Jangan membawa
mereka keluar rumah atau membiarkan mereka keluar rumah kecuali mereka
jelas-jelas bertingkah. Ini adalah hukum Tuhan. Mereka yang melanggar hukum

Tuhan sebenarnya telah melakukan kesalahan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan

mungkin akan membuat pengaturan baru.” (Q.S. At-Talaq (65):1). *

Hukum Talak

% Agustin Hanapi, Perceraian Dalam Perspektif Figh dan Perundang-undangan
Indonesia, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), him. 2.

% Al-Quran surah At-Thalaq ayat 1 hlm 559
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Dalam Agama Islam hukum talak terbagi 5 macam antara lain:

1. Wajib

Perceraian bisa menjadi suatu yang diwajibkan apabila dalam pernikahan
tersebut adanya kemudaratan yang didapatkan oleh suami atau istri. Sehingga
apabila hal itu terjadi maka agama mewajibkan perceraian itu untuk dilakukan
oleh suami atau istri.

2. Makruh

Talak bisa menjadi makruh apabila tanpa adanya tuntutan dan keperluan
yang jelas. Ada beberapa ulama yang mengatakan talak ini bisa makruh antara
lain: Pertama, bahwa talak itu haram dilakukan, karena bisa mendatangkan
kemudharat suami dan istri. Kedua, mengatakan bahwa talak diperbolehkan
sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

(313 5 o1 ) (35l D'y 30 (0 I (i

“suatu yang halal namun sangat dibenci Allah ialah talak™?’.

Pada dasarnya talak sangat tidak disukai dalm agama, perceraian yang
terjadi tanpa adanya sebab yang mengharuskannya terjadi maka itu dianggap
makruh karena dapat mengakhiri pernikahan yang seharusnya memberikan
kebaiakan bagi keduanya.

3. Mubah

Perceraian yang diselesaikan karena adanya keburukan dari suami atau
istri yang tidak menjaga kehormatannya sehingga mendatangkan kemudaratan
bagi suami atau istri

4. Sunnah

Talak bisa menjadi sunnah apabila istri tidak melaksanakan yang
diperintahkan Allah, serta mengabaikan hak hak Allah sehinnga suami tidak
sanggup lagi untuk memerintahkannya maka dalam hal itu talak disunnah.

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW: “Ada seorang lelaki hadir dihadapan nabi

7 Latifah, Anif (2018) TELAAH KEABSAHAN HADIS TENTANG &0 &) J) 3 S&l (=l (Perbuatan
Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak). Other thesis, [AIN Salatiga.
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lalu berkata, ‘sungguh istriku tidak mengharamkan tangan laki laki yang
menyentuhnya’, maka Nabi bersabda, ‘talaklah ia’. Lalu pria itu berkata, ‘aku
takut mengikutinya’. Kemudian Nabi bersabda, ‘bersenang-senanglah
dengannya’. (HR. Abu Dawud dan Nasa’1).

5. Manzhur (Terlarang)

Talak yang dijatuhkan disaat istri sedang dalam kondisi haid disebut
sebagai talak manzhur. Dimana para ulama sepakat buntuk mengharamkan talak
tersebut karena talak tersebut merupakan talak bid’ah yang telah menyeleweng

dari perintah Allah dan Rasul. Sesuai dengan Firman Allah SWT:
53a1) 1 siaily fhaiial b7sdllad TN 248 13) {5 AL

“Wahai para Nabi, apabila kalian ingin menceraikan para isteri kalian,
maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada saat mereka mampu menghadapi

iddahnya dengan baik”. (At-talaq: 1)*.
C. Macam-Macam Perceraian

1. Cerai Talak

Talak menurut bahasa adalah “mengakhiri ikatan” artinya mengakhiri
ikatan pernikahan. Secara hukum islam atau fiqih munakahat talak berarti
melepaskan tali dan membebaskannya. Istilah “perceraian” dalam pasal 38 UU
No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan pernikahan bisa terputus dengan kematian atau
perceraian serta adanya putusan dari hakim. Secara hukum perceraian adalah
terputusnya ikatan perkawinan yang berakibat tidak adanya hubungan suami dan

istri lagi %. Talak terbagi menjadi empat macam antara lain:

a. Talak Raj’i, adalah talak yang masih bisa kembali rujuk.

b. Talak Ba’in Sughra, ada 2 jenis yaitu:

% Al-Quran Surah At-Thalaq Ayat 1 Hlm 558

# Kompilasi Hukum Islam.
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e Talak Ba’in sughra adalah talak yang tidak bisa kembali rujuk,

kecuali dengan akad ulang.

e Talak Ba’in Kubra adalah talak yang tidak bisa kembali rujuk

kecuali jika sang istri meenikah dengan orang lain terlebih dahulu.

c. Talak Sunni talak yang bisa dilakukan saat istri lagi dalam keadaan suci
dan belum dicampuri
d. Talak Bid’ah adalah talak yang diharamkan dijatuhkan kepada istri yang

sedang haid atau sudah di campuri
2. Cerai Gugat

Cerai yang di ajukan oleh istri kepada suaminya dihadapan pengadilan

agama.*

3. Khuluk,

Talak penebusan atau penyerahan sejumlah harta yang istri berikan
kepada suaminya untuk menebus dirinya dari ikatan pernikahan.

4. Li’an

lalah talak sumpah yang dilakukan oleh suami atau istri sehingga

memutuskan ikatan pernikahan mereka.dan haram untk menikah kembali.*!

D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian adalah langkah teakhir dari sebuah ikatan pernikahan yang
tidak mampu untuk dipertahan kan dikarenakan banyaknya hal yang tidak
mampun untuk mengharskan keduanya untuk tetap bersama. Faktor terjadinya

perceraian antara lain:

% Pasal 132 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

' Ziamul  Umam,  Skripsi:  Status  Hukum  Isteri  Pasca  Li’an,
(Semarang:UINWALISONGO, 2016), him. 22.
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Mengabaikan anak-anaknya dan kewajibannya sebagai suami
atau istri

Adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Seringnya memaki pasangan

Tidak setia kepada pasangannya

Sering menolak disaat diminta untuk berhubungan suami istri
Mabuk-mabukan

Adanya tekanan social

Tidak adanya kepercayaan antara suami dan istri

Hilangnya rasa cinta terhadap pasangan

Banyaknya tuntutan terhadap pasangan

Kurang berkomunikasi antar suami istri

m. Sakit mental

E. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam

Macam-macam hak istri akibat perceraian:

1) Natkah Mut’ah

Secara bahasa mut’ah adalah sesuatu yang disukai. Namun secara garis

besar Nafkah Mut’ah adalah harta yang diberikan kepada istri yang di talak

untuk penhilang rasa sedih®. Dasar hukum Mut’ah adalah QS Al-Bagarah ayat

241

Sl e i 5y e

%2 Angga Jaya, Skripsi, Nafkah Mut’ah Dalam Perspektif Empat Mazhab, (Lampung:
UIN Raden Intan, 2021), him. 41-42.
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Artinya: “untuk istri yang diceraikan hendaklah diberikan nafkah mut’ah
menurut yang kemampuan, sebagai suatu kewajiban bagi tiap tiap orang yang
bertakwa>,
Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami harus memberikan natkah
sebagai penghiang pilu bagi istri yang ditalak.
Selanjutnya diperkuat dengan kekhususan yang terdapat pada surah Al-
Ahzab ayat 28:
Al e 5y LI 450 58 T ) a5, 0 L0010
Shan B e RSl
Artinya: “Wahai Nabi, sampaikanlah kepada istrimu, “jika engkau
mengingginkan hidup di dunia dan perhiasannya, kesinilah untuk aku berikan
kepadamu mut’ah dan aku ceraikan engkau dengan cara yang baik™*,

Lalu Nabi Muhmmad SAW juga bersabda mengenai pemberian nafkah
penghilang rasa pilu bagi sitri yang di talak yang Artinya: “Dari Aisyah r.a
‘bahwa Amrah binti Al-Jauni berlindung dari Rasulullah SAW, ketika ia
berjumpa dengan beliau ketika akan menikahinya -Beliau lalu bersabda,
‘sungguh kamu telah berlindung dengan pelindung yang benar’. Kemudian
menceraikan wanita itu, dan menyuruh Utsamah untuk memberikan mut’ah
(kenang-kenagan) kepadanya berupa tiga potong pakaian”.

Dari Al-Quran dan Hadis diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa
seorang suami wajib untuk memberikan nafkah Mut’ah bagi istri yang dicerai
sebagai penghilang rasa pilu.

2) Natkah Madhiyah
Ialah nafkah masa lampau atau hutang yang belum diberikan oleh

suami kepada istrinya sehingga wajib bagi sang suami untuk memberikan

3 Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241 him 39
* Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 28 him 421
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haknya tersebut.®> Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam QS Al

Baqarah:233:
A5 o] G, Dyl 9 I D 91
Yang artinya:

“...Keharusan bagi seorang Suami untuk memberi nafkah kepada para Istri
dengan cara baik dan patut. Seorang Suami tidak akan dibebani melainkan
menurut kadar kemampuan. .

Serta juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh
Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i Dari Aisyah:

S0 Ol G B ARE e 13 A S ), A of
(534 2B Ay Al TERT e (gallyy i Ll T Rias A (AL G
iyl oy
Yang artinya: “Dari Aisyah R.A berkata: Hindun binti Utbah istri Abu
Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan : “wahai
Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang pelit. Dia tidak ingin memberikan
kepadaku apa yang mencukupi bagi aku dan anakku, selain yang aku ambil
darinya secara diam-diam, dan ia tidak tau. Apakah dosa bagiku pada hal
demikian itu”? maka nabi SAW bersabda: “Ambillah yang cukup untuk
nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhari).
Dari penjelasan Al Quran dan Hadis diatas bisa simpulkan bahwa
suami wajib untuk memberikan haknya istri yang pada masa lampau dan
apabila sang suami tidak memberikannya maka itu akan selamanya di anggap

sebagai hutang

3) Nafkah Iddah

* Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah

Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, ADLIYA:Jurnal Hukum
dan Kemanusiaan, Vol.15, No.1, (Maret 2021), Hlm.45

3 Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 233 him 37
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Secara bahasa iddah artinya menghitung. Namun secara umum
nafkah iddah adalah nafkah yang harus diberikan sang suami selama
memanti masa iddahnya selesai serta sebelum sang istri belum selesai masa
iddahnya maka ia dilarang untuk dinikahi dulu. Sebagaimana yang telah
disebutkan secara jelas dalam QS At-Thalaq: I:

alﬂ\ ‘}AA L)@MUA}M;M\;EL\J\@J\QJQ
O 91 a0 ' o om A3 Y 50 10

28 23 3 edN AR e Al A)héh}wmmuuﬁ

VGl S5 & Cogag il Jad (0 ¥ AL

“Wahai Nabi, jika engkau menceraikan isterimu hendaknya engkau
melakukannya pada saat dia mampu melewati iddah (yang pantas),
menghitung jam iddahnya, dan bertawakal kepada Allah, Tuhanmu.
Jangan membawa mereka keluar rumah atau membiarkan mereka keluar
rumah kecuali mereka jelas-jelas bertingkah. Ini adalah hukum Tuhan.
Mereka yang melanggar hukum Tuhan sebenarnya telah melakukan
kesalahan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan mungkin akan membuat

pengaturan baru™’

Serta juga yang termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW:
S (e (R ek (Y U8 e 0 O 5l S WA 3
Gﬁﬂ s N3 i ) =20 LAY f Tl Sl &SN JE (il =y (VA RO W
8 A 2 345 0 75 20 0 30 {0 0 15 e B0 L
JBQZSU\}L@J&TYQWJSUABGAJL@JLL;&QMS;\JAQ\JZJEJGLAJ@L
ety &yae
Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah mengabarkan

kepada kami [Abdul Malik] dari [Anas Bin Sirin] dia berkata: Aku berkata

37 Al-Quran Surah At-Thalaq ayat 1 hlm 558
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kepada [Ibnu Umar]: "Ceritakanlah kepadaku tentang talakmu kepada
istrimu!" Ibnu Umar berkata: "Aku mentalaknya dalam keadaan haid,
kemudian aku menceritakan hal itu kepada Umar Bin Al Khaththab, lalu
Umar menceritakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Perintahkanlah kepadanya
agar dia merujuknya, jika dia telah suci, maka hendaklah dia mentalaknya

m

pada masa sucinya." Anas berkata: aku berkata kepada Ibnu Umar:
"Apakah kamu melaksanakan masa 'iddah kepada istrimu yang kamu talak
pada saat haid?" Ibnu Umar menjawab: "Kenapa aku tidak ber'iddah
dengannya? meskipun aku tidak mampu dan melakukan suatu
kebodohan."(HR Ahmad)*

Dari penjelasan Al Quran dan Hadis di atas bahwa suami berhak
memberikan haknya istri selama masa iddahnya dalam kurun waktu

tertentu sesuai dengan kesepakan bersama tentang hak apa yang akan di

berikan suami .¥

4) Nafkah Hadhanah
Ialah nafkah yang dikeluarkan suami untuk pemeliharaan
anak-anaknya yang masih perlu penjagaan dan pemenuhan
kebutuhannya selama sang istri mengasuh anaknya dan anak
tersebut belum mumayyiz.*
Nafkah ini wajib di berikan oleh sang suami, sesuai dengan sabda
nabi yang artinyaketika menjawab pengaduan seorang ibu yang anaknya

hendak diambil oleh sang ayah setelah ia ceraikan: “Ya Rasulullah, ini

3% Musnad Ahmad Nomor 287

% Zainuddin, Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak
Istri, Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani, Vol. 5, No. 1, 2017, him. 92.

% Ramlah, Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadahanah dan Nafkah Anak
Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama, Harakat An-
Nisa:Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1, Junu 2021, hlm. 6-7.
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anakku. Ia lahir dari perutka, kamarku melindunginya, air susuku
menjadi minumannya. Ayahnya menceraikanku dan ia ingin
mengambilnya dariku”. Nabi menjawab, “engkau lebih berhak atasnya
selama engkau belum menikah”.
Sebagaimana yang di tegaskan oleh Allah Swt dalam QS At
Tahrim: 6:
585 15 ST AL 1 1550 Gl 0 e £l
i B L Gl el i § 35
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bersumber dari manusia dan batu.
Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan tegas. Mereka tidak pernah
melanggar perintah Tuhan dan selalu mengikuti perintah Tuhan.*
Dari penjelasan Al Quran dan Hadis diatas menjelaskan bahwa
sang suami wajib untuk memberikan hak mantan istrinya untuk

mengasuh anak-anaknya selama anaknya belum mumayyiz.*

F. Dampak-Dampak Perceraian

1. Cerai Talak
Konsekuensi suami terhadap istri yang ditalak sesuai pasal 149
seorang istri berhak diberikan:
Berupa vang atau sesuatu yang dapat menghiburnya
b. Memberikan nafkah selama sang istri yang di talak dalam
masa iddah
c. Melunasi hutang mahar

d. Membiayai anak-anaknya

“ Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 him 560

“ Yusuf Eko Nahuddin, Tindakan Mantan Suami Tidak Membayar Biaya
Pemeliharaan (Hadhanah) Kepada Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal
Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol. 6, No. 3, 2022, him. 465-466.
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Memberikan harta bersama yang berhak didapatkan istri.
2. Cerai Gugat

Cerai yang diinginkan oleh istri dan cerai gugat ini bisa dilakukan
istri dihadapan siding pengadilan, walaupun nantinya pengadilan tidak
langsung memutuskan dikarenakan pengadilan akan berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak terlebih dalu, namun apabila adanya
kemudharatan maka pengadilan akan langsung mengiyakan keinginan dari

sang istri. *

G. PERMA Nomor 3 Tahun 2017

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadilan
Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Menurut Ensiklopedia
Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah suatu bentuk
peraturan yang ditujukan untuk menangani semua tingkat peradilan tertentu

dan memuat ketentuan-ketentuan pokok hukum acara perdata.*

Kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia secara jelas tertuang
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, jaminan hukum yang adil,
dan hak di hadapan hukum bahwa mereka mempunyai hak untuk menerima
perlakuan yang sama. Semua orang di sini menekankan bahwa perempuan

dan laki-laki memiliki hak yang sama di mata hukum

Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945 menegaskan kembali bahwa

Indonesia telah memberikan perlindungan konstitusional terhadap

4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017

“Henry p.panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari,
(Jakarta:Sinar harapan,2001), him. 144.

% Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D
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perempuan, warga negara Indonesia, terutama mengingat kecenderungan
kodrati mereka yang lebih lemah dibandingkan laki-laki.karena ini. untuk itu,
negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
(ICCPR) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hukum dan peraturan yang
setara melarang diskriminasi dan menjamin perlindungan yang setara bagi
laki-laki dan perempuan dari diskriminasi atas dasar apa pun, termasuk jenis
kelamin dan gender.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga negara
tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan mempunyai kekuasaan
kehakiman yang tidak dipengaruhi oleh cabang kekuasaan yang lain. Pasal
24A  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjelaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan
mengadili perkara dalam tingkat luar biasa, mempertimbangkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan mempunyai kewenangan lain yang
diberikan oleh undang-undang. ¢

Salah satu perangkat hukum Mahkamah Agung adalah Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA). Ini adalah dokumen hukum yang dibuat oleh
Mahkamah Agung dan memuat ketentuan-ketentuan yang Dbersifat
prosedural. Dalam dunia hukum dan keadilan, PERMA mempunyai fungsi
dan peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara sebagai
pelayanan publik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan
PERMA dalam pembangunan sistem peradilan Indonesia.

Pada tanggal 11 Juli 2017, Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengesahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

% Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam
Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang, Dinamika Hukum, Vol. 12, No.
2, Mei 2012, hlm. 256.

47 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24A.
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Pengadilan terhadap Perempuan yang Berhadapan Hukum. PERMA
menetapkan pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara pidana
dan perdata yang melibatkan perempuan. Oleh karena itu, PERMA Nomor 3
Tahun 2017 juga dapat digunakan oleh hakim sebagai landasan atau payung
hukum dalam mengadili perempuan sebagai pihak perdata dipengadilan
Agama..®

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan salah satu pedoman bagi
hakim pada pengadilan agama dalam perkara perceraian khususnya yang
berkaitan dengan hak-hak perempuan, dan Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagian 1. Tentang perempuan
yang berkonflik dengan hukum. Yang dimaksud dengan “perempuan yang
berhadapan dengan hukum” adalah “perempuan yang berhadapan dengan
hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, dan
perempuan sebagai pihak. ”.¥

SEMA No. Tentang Pelaksanaan Hasil Sidang Pleno Mahkamah
Agung Tahun 2019, SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengajuan
Perkara Perempuan Yang Bertentangan Dengan Hukum Yang Melindungi
Hak Mantan Istri Ketika menggugat cerai suaminya dan PERMA No 3 tahun
2017. Seorang suami yang bercerai karena istrinya menggugatnya sebelum
SEMA ada, tidak dapat menegakkan hak-haknya, termasuk hidup mua atau
hidup iddah.”

® Ulfiana Linda Utami, Skripsi: Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak
Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang,
(Semarang: UIN Walisongo, 2019), him. 9.

4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017
% Nurjanah, BEuis Heni, Thesis: Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di

Pengadilan Agama Bandung Dalam Menetapkan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian,
(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023), him. 2
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PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemidanaan
Terhadap Perempuan Yang Melanggar Hukum. Ini terdiri dari lima bab.
Yaitu: Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Prinsip dan Tujuan, Bab 3 Uji Jatuh,
Bab 4 Uji Material, dan Bab 5 Peraturan Akhir.

Bab 1, Ketentuan Umum, hanya memuat satu klausul. Sepuluh
artikel disusun menjadi satu artikel: pemaknaan perempuan berkonflik
dengan hukum, gender, gender, kesetaraan gender, analisis gender tentang
keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi
kekuasaan dan teman sebaya.

Bab 2 yaitu Asas dan Tujuan. Terdiri dari dua item Pasal 2
merupakan asas pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang
didasarkan pada asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia,
non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan,
kepentingan, dan kepastian hukum. Pasal 3 dimaksudkan untuk
memberlakukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu, agar hakim dapat
memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2.
Identifikasi situasi yang tidak setara yang mengarah pada diskriminasi dalam
akses yang setara terhadap keadilan.

Bab 3 Tinjauan kasus pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Ketika
mempertimbangkan suatu kasus, hakim harus mengidentifikasi kasus yang
akan diselidiki dan mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-
diskriminasi. Hal ini diatur dalam Pasal 4. Selain itu, Pasal 5 memuat
larangan terhadap hakim dalam mempertimbangkan perkara perempuan
yang berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur pedoman bagi hakim
untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin
kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur bahwa hakim harus memberikan
peringatan kepada mereka yang terlibat dalam penyidikan perkara yang
melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk tidak

melakukan diskriminasi atau intimidasi terhadap mereka. Selanjutnya Pasal
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8 terdiri atas tiga pasal. Pasal ini memberikan pedoman bagi hakim untuk
menanyakan dampak kasus dan memberikan informasi tentang hak-hak
perempuan dalam kasus tersebut dan ganti rugi terhadap kasus-kasus yang
melibatkan perempuan dalam persidangan, khususnya perempuan sebagai
korban. Pasal 9 menjelaskan dukungan bagi perempuan yang diadili yang
menderita penyakit fisik atau gangguan psikologis. Pasal 10 mengatur
tentang perempuan yang menderita cacat fisik dan psikis yang tidak
memungkinkan mereka untuk hadir di pengadilan dalam keadaan yang
diatur oleh undang-undang untuk memungkinkan hakim merekam
pernyataan perempuan yang berkonflik dengan hukum melalui komunikasi
audio visual jarak jauh pedoman yang ditetapkan untuk memberikan bantuan
dengan mendengarkan secara menyeluruh.

Bab 4 terdiri dari satu bab. Pasal 11 mengatur apakah Mahkamah
Agung dapat melakukan peninjauan kembali terhadap perkara yang
melibatkan  perempuan  yang  berhadapan  dengan hukum.
Mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesejahteraan dan
reintegrasi perempuan sehubungan dengan undang-undang, perjanjian
dan/atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi terkait dengan
kesetaraan gender, hubungan kekuasaan dan stereotip gender yang ada
dalam undang-undang dan kerangka kerja inklusif; Analisis kesetaraan
gender.

Bab 5 berisi peraturan final.”'
H. SEMA No 2 Tahun 2019

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menerapkan rumusan hasil sidang
Pleno Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan fungsi
Mahkamah Agung. SEMA mempunyai pengertian sebagai satu dari sekian

5 PERMA No. 3 Tahun 2017.
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banyak bentuk aturan yang dibuat serta diundangkan oleh Mahkamah Agung.
SEMA dibuat berdasarkan fungsi pengaturan dan untuk pertama kali
diundangkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1951.

Isi SEMA ini mengacu pada teguran, rujukan, atau petunjuk yang
diperlukan dan bermanfaat kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung.
SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Peraturan Perundang-undangan Kamar Agama menjelaskan: “Peraturan
Mahkamah Agung Pasal 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan
Keputusan (PERMA) Dalam hal perempuan bertentangan dengan Undang-
Undang Perlindungan Hukum Hak Perempuan Pasca Perceraian, suami
pasca perceraian dalam perkara perceraian yang tertunda dapat ditambah
denda perintah pembayaran kewajiban kepada istri tergugat, yang harus

dibayar sebelum perceraian.

Undang-undang berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Hasil Sidang Paripurna Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai
pedoman pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung, SEMA Nomor 3 Tahun
2018 tentang pedoman pemidanaan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017
Meningkatnya jumlah gugatan cerai perempuan merupakan kabar baik
karena perempuan kini sudah bisa menggunakan haknya ketika menggugat
cerai suaminya. Sebab sebelum SEMA ada, ada seorang perempuan yang
menggugatnya. Sebab, suami yang diceraikan tidak bisa menerimanya. Hak
untuk memelihara mu'a dan memelihara iddah, sebagaimana ketentuan
pemeliharaan mu'a dan pemeliharaan iddah bagi istri yang mengajukan
cerai tidak diatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam
HKI. Selain itu, sebagian ulama mengatakan bahwa wanita yang ingin

menceraikan suaminya dapat disebut Nusyuz.

Oleh karena itu, akan ada SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan
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Hukum yang Mendorong Terwujudnya Kesetaraan Hak Perempuan dan
Laki-Laki (Kesetaraan Gender), dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Jika
dimasukkan dalam proses perceraian, hal ini akan memberikan kerangka
hukum atau dasar baru bagi hakim pengadilan agama untuk mengakui hak-
hak perempuan secara melawan hukum, dalam hal ini dalam proses
perceraian. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan yang menceraikan
suaminya adalah tindakan yang salah, atau karena perlakuan buruk yang
diberikan suaminya, maka SEMA sendiri mempunyai arti bagi perempuan

untuk menuntut hak-haknya.

Namun, meskipun SEMA ada, tidak semua hakim wajib mengadili dan
memutus perkara perceraian berdasarkan SEMA, karena hakim mempunyai
independensi tersendiri dalam memutus perkara. Hakim juga mempunyai hak
ex-officio yang menyertai kedudukannya sebagai hakim, dan salah satu tugasnya
adalah mengeluarkan putusan dan putusan mengenai hal-hal di luar

permasalahan yang dipermasalahkan. >

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perumusan Hasil Sidang
Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019, sebagai pelaksanaan fungsi Mahkamah
yang tertuang dalam c. Angka 1 rumusan hukum Kamar Agama. Hukum

Keluarga

a. Tunjangan jangan anak terdahulu (nafkah madhiyah) bagi anak yang
ditelantarkan oleh bapaknya dapat digugat oleh ibunya atau oleh orang
yang mengasuh anak itu.

b. Perintah pembayaran utang, guna melindungi hak-hak perempuan setelah
perceraian secara hukum, sehubungan dengan pelaksanaan penetapan

Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghakiman

52 Ichwan Kurniawan, dkk, Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap
Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, e-
Journal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law and Family Studies, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 89-91.
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Perkara Perempuan yang bertentangan dengan Hukum. Dalam perkara
talak, apa yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya setelah talak,
dapat dibayarkan sebelum pembayaran kewajiban suami terhadap istri
pasca perceraian dalam perkara Cerai (Gugat dapat menambahkan
kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil
akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita

dan petitum gugatan.*

33 SEMA No. 2 Tahun 2019



BAB TIGA
IMPLEMENTASIAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN
PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR’IYAH BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
1. Sejarah Mahkamah Syar’iyah

Melalui surat Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947, Gubernur Sumatera
memberikan izin kepada penduduk Aceh untuk mendirikan pengadilan agama
(pengadilan syariat) dengan memberikan kekuasaan penuh di bidang
kekerabatan dan pewarisan.*

Pada bulan Agustus 1957, pemerintah pusat mengumumkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan, Susunan, dan
Kewenangan Peradilan Agama (Pengadilan Syariah) di Seluruh Aceh.
Keputusan ini mengatur bahwa hukum keluarga dan hukum waris tunduk pada
yurisdis pengadilan agama di beberapa daerah, dan bahwa hukum waris menjadi
yurisdiksi pengadilan agama hanya jika hukum tersebut sah dan dapat
diselesaikan menurut hukum Islam.”

2. Kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Mahkamah Syar’iyah

Kedudukan Mahkamah Syar’iah Nanggroe Aceh Darussalam
membidangi perkara pernikahan, Talak, Rujuk, Warisan, Hak Hadhanah dan
seumpanyanya. Ketika ia menjadi Mahkamah Syar’iyah, tugas, wewenang, dan
fungsinya semakin luas dalam bidang persoalan Perdata dan Pidana (Al-Akhwal
Syakhsiyah dan Jinayah).

% Hasanuddin Yusuf Adan, Refleksi Implementasi Syari’at Islam Di Aceh, Cet. 1,
(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNa Banda Aceh), him. 59-61.

% Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional,
Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), him. 324.

34



35

Pengadilan Syariah didirikan di Kanun No. 10 Provinsi NAD pada
tahun 2002 sebagai Pengadilan Syariah Islam. Pengadilan syariah tidak
dipengaruhi oleh pihak manapun dalam lingkup kekuasaannya. Kehakiman
dalam pengadilan Islam berada pada tingkatan tertinggi negara, yaitu
Mahkamah Agung.

Akhir kata, Mahkamah Syar’iyah di NAD bertanggung Jawab proses
menangani perkara, mengadili semua perkara oleh para tim penyidik yang
berkenaan dengan perkara munakahat, jinayat dan Muamalat dalam upaya
menjalankan Syari’at [slam secara Kaffah di Aceh. *°

3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
1. Tugas Pokok
Fungsi Pokok Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam aturan UU
No 7 Tahun 2006 adalah:
a) Pernikahan
b) Mawaris
c) wasiat
d) hibah
e) waqaf
f) zakat
g) Infak
h) Sedekah
1) Ekonomi Islam.
2. Fungsi
Berikut beberapa fungsi penunjang Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh antara lain:
» Fungsi Pengadilan

» Fungsi administratif

% Hasanuddin Yusuf Adan, Refleksi Implementasi Syari’at Islam di Aceh..., him. 69-70.
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» Fungsi penasehatan dan pembinaan,.
» Peran pengawasan.
3. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar’iyah dalam hal ini
adalah mengurusi tentang hukum pernikahan sesuai yang telah diatur
dalam UU dan agama. Dibidang warisan MS memiliki kewenangan
untuk mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris. Sementara itu,
ekonomi syariah merujuk pada kegiatan atau usaha yang dilaksanakan
beradasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup berbagi bidang,
seperti bank syariah.”
Adapun struktur organisasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
adalah sebagai berikut:

PANUD GUGATAN

| s e

o WA~ W
B

e |

7 Nurul Maulidar, skrispi, Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat (Analisis
Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), (Banda Aceh: 2023), him. 44.
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Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perkara Perceraian

di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Hakim yang bertanggung jawab menyelesaikan perkara perdata
harus menghormati hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap hak-hak
perempuan yang bercerai bersumber dari putusan pengadilan
(Mahkamah Syar’iyah) yang menentukan hak-haknya. Untuk
mempertegasnya, berikut data perkara perdata klasifikasi cerai talak dan
cerai gugat.

Data Jumlah Perkara Perdata Dalam Klafikasi Perkara Cerai Talak dan

Cerai Gugat Terhadap Hak-Hak Perempuan
Tabel 1. Data Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

Tahun Cerai Talak Cerai Gugat
Hak-Hak Perempuan
Mut’ah | Iddah | Madhiyah | Hadhanah | Mut’ah | Iddah | Madhiyah | Hadhanah
2021 36 37 37 36 2 2 4 2
2022 61 62 62 63 0 1 1 1
2023 537 45 37 39 6 34 5 5

Sumber: Mahkamah Syar iyah Banda Aceh

Dari jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus dapat

2)

dibagi kepada dua kategori yaitu:

1) Putusan perkara cerai talak yang didalamnya ada amar dalam

pembebanan hak-hak perempuan seperti iddah, mut’ah,

madhiyah

dan putusan perkara perceraian yang amar

dibebani hak-hak seperti hak hadhanah dan nafkah anak

sebagai akibat dari perceraian.

Putusan perkara cerai gugat yang ada pembebanan kepada

suami terhadap hak-hak perempuan seperti iddah, mut’ah,

madhiyah (nafkah lampau), dan putusan perkara perceraian
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yang amar dibebani hak-hak seperti hak hadhanah dan
nafkah anak sebagai akibat dari perceraian.

Apabila hak-hak itu ingin didapatkan, bagi sang istri yang dicerai maka
ia harus menuntut kembali ke pengadilan agama agar dapat diberikan
haknya. Begitu pula jika seorang perempuan mengajukan gugatan cerai ke
Pengadilan Syar'iyah Banda Aceh dan ingin mendapatkan haknya, maka
permohonannya harus memuat permohonan untuk menegakkan haknya.

2. Data Jumlah Perkara Perdata Gugatan Dalam Klafikasi Perkara

Perceraian Terhadap permintaan Pemenuhan Hak-hak Perempuan

Tabel 2. Data Jumlah Perkara Perceraian Terhadap Permintaan Pemenuhan Hak Perempuan

Cerai Talak
Tahun | Perkara yang ada Perkara yang Jumlah
meminta tidak ada meminta perkara
pemenuhan hak- pemenuhan hak-
hak perempuan hak perempuan
2021 23 77 100
2022 Sk 46 103
2023 36 56 92
Jumlah 116 179 295

Sumber:Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Dari jumlah perkara cerai talak yang diputus oleh hakim, para mantan istri)
tidak banyak melakukan gugatan balik (rekonvensi) untuk meminta adanya
pemenuhan haknya sebagai perempuan yang diceraikan sesuai yang tertera
dalam pasal 8 ayat 2 PERMA No 3 Tahun 2017.
Dalam pasal tersebut, hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh menegaskan
bahwa dalam penerapan pasal tersebut, hakim dapat menginformasikan hak-hak

perempuan korban perceraian. Selain itu, meskipun hakim berperan aktif dalam
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memberitahukan bentuk dan syarat perkara, namun hakim tidak terlibat dalam
perubahan materi perkara.

Dalam pasal ini, hakim juga akan membahas bagaimana menjamin
perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban perceraian dalam hal hak
untuk melakukan konsolidasi tuntutan hukum dan tuntutan balik rekonferensi
serta hak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana ditentukan
oleh undang-undang.

Tabel 3. Data Jumlah Perkara Perceraian Terhadap Permintaan Pemenuhan Hak

Perempuan
Cerai Gugat
Tahun | Perkara yang ada | Perkara yang tidak Jumlah
meminta ada meminta perkara
pemenuhan hak- pemenuhan hak-
hak hak Perempuan
Perempuan
2021 5 241 246
2022 3 247 250
2023 36 239 275
Jumlah +4 727 771

Sumber:Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Dari data yang tertera diatas perkara cerai bisa kategorikan dalam 2
kategori antara lain
1. Putusan perkara cerai talak yang didalamnya tidak ada amar dalam
pembebanan hak-hak perempuan dan ada amar yang dibebani hak-hak
perempuan seperti iddah, mut’ah, madhiyah, dan putusan perkara
perceraian yang amar dibebani hak-hak seperti hak hadhanah dan natkah

anak sebagai akibat dari perceraian.
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2. Putusan perkara cerai gugat yang tidak ada pembebanan oleh suami dan
ada pembebanan kepada suami terhadap hak-hak perempuan seperti
iddah, mut’ah, madhiyah (nafkah lampau), dan putusan perkara
perceraian yang amar dibebani hak-hak seperti hak hadhanah dan natkah
anak sebagai akibat dari perceraian.

Dari perkara cerai gugat yang masuk, para penggugat (istri) sangat
tidak banyak yang meminta hak-haknya sebagai para perempuan yang
berhadapan dengan hukum. Padahal para hakim di Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh sudah memberikan kebebasan didalam surat gugatan mandiri
untuk meminta hak-hak nya. Banyaknya para penggugat pada cerai gugat
ini para penggugat hanya ingin bercerai atau pisah dengan suami. Sangat
sedikit para perempuan yang mengajukan pemenuhan hak-haknya.

Hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh, ketika mengadili
perselisihan perkawinan mengenai hak-hak istri pada perkara perceraian,
istri tetap mengajukan permohonan jika ia tetap ingin mempertahankan hak-
haknya.jika para penggugat tidak meminta hak-haknya dalam surat gugatan,
para hakim tidak bisa memutuskan yang tidak dimintakan, dan tentunta
putusan hakim dengan menggunakan pertimbangan bukti, keterangan saksi
serta pertimbangan lainnya. Majelis bersandar pada HIR/189 Pasal 3 RBg
yang membatasi kekuasaan hakim dan tidak membolehkan hakim memutus
perkara yang tidak dimintakan para pihak.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sudah sangat menerapkan PERMA
Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang
berhadapan dengan hukum. Yang mana Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
telah membebaskan para penggugat untuk meminta hak-haknya sebagai
perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan mengisi isi surat
gugatan mandiri, posita dan petitumnya. Dan dengan memberikan bukti

agar majelis, mengabulkan isi gugatan sang penggugat.
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C. Tinjauan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Perkara

Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

a. Tinjauan Hukum Positif Dalam Implemetasi Pemenuhan Hak
Perempuan Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh
Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili
perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum membawa perubahan
yang sangat positif. Khususnya mengenai pembelaan hak-hak perempuan
yang timbul akibat perceraian pada saat persidangan atau setelah putusan.

Dampak nyata dari lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah
dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemidanaan Terhadap
Perempuan Yang Tidak Taat Hukum. Perintah mengenai kewajiban
pembayaran sehubungan dengan perceraian. Talak yang diajukan suami
kepada istrinya, khususnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang termasuk
dalam keputusan, harus dibayar terlebih dahulu sebelum mengucap talak.

Apabila penggugat tidak mampu melunasi, maka majelis hakim
akan memberikan kemudahan. Menunda pengumuman janji cerai sampai
jangka waktu tertentu yakni 6 bulan. Namun jika pemohon (suami) tidak
membayar dalam jangka waktu 6 bulan, maka akadnya gugur dan
perceraian menjadi batal dan ia tidak dapat mengajukan permohonan
kembali dengan alasan yang sama. Sesuai yang tertera dalam Pasal 70 ayat 6
UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Membayar hak-hak istri adalah kewajiban suami yang harus
dibayarkan, karena perkara tersebut tertera dalam SEMA No 2 Tahun 2019.
Tujuan Mahkamah Agung membuat hal tersebut untuk melindungi hak-hak

perempuan yang berhadapan dengan hukum antara lain:
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Amar ini dimaksudkan menyelamatkan mantan istri dari kesulitan
dalam penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang normal,
terutama jika jumlahnya tidak sebanding dengan biaya penegakan
hukum. Peringatan ini melindungi mantan istri dari kesulitan dan
kehilangan waktu, tenaga dan biaya yang disebabkan oleh proses
penegakan hukum yang rumit.

Menyeimbangkan hak dan kewajiban suami. Bila hak suami untuk
berjanji menceraikan terpenuhi, maka kewajiban membayar nafkah
suami secara mutta dan iddah juga harus dipenuhi.

Untuk mencapai keadilan, bila hak suami untuk menceraikan diakui
oleh hakim, maka pada saat yang sama hak isteri seperti nafkah mut’ah ,
iddah merupakan satu paket keadilan.

Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dalam menuntut
haknya

Berikut data perkara cerai talak dalam klafikasi ikrar talak
Tabel 4. Data Cerai Talak Dalam Klafikasi Ikrar Talak

Cerai Talak
Tahun Telah Ikrar Belum Ikrar Jumlah
Perkara
2021 21 Perkara 2 Perkara 23 Perkara
2022 53 Perkara 4 Perkara 57 Perkara
2023 26 Perkara 10 Perkara 36 Perkara

Sumber:Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, perkara cerai talak yang

disertai pembebanan pemenuhan hak-hak perempuan sudah terimplementasi,

yang mana pihak suami harus membayarkan secara tunai kewajibannya

terhadap pemenuhan hak perempuan (mantan istri) tersebut kepada majelis

hakim, saat sidang ikrar talak dilaksanakan. Jika majelis hakim sudah

memutuskan kewajiban pemenuhan hak tersebut sudah tunai, maka sidang
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ikrar talak dilaksanakan, dan terjadilah perceraian. Dan pemenuhan hak para
perempuan yang diceraikan terpenuhi dengan baik.

Implementasi Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perceraian dan
proses perceraian di Pengadilan Syariah Banda Aceh secara ketat didasarkan
pada PERMA No. 3 Tahun 2017. Hakim menjamin keadilan dan menjaga
hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berikut data perkara
cerai gugat dalam klafikasi Akta Cerai

Berikut data perkara cerai gugat dalam klafikasi akta cerai

Cerai Gugat
Tahun Telah Mengambil | Belum Mengambil Akta | Jumlah
Akta Cerai Cerai Perkara
2021 1 Perkara 4 Perkara 5 Perkara
2022 2 Perkara 1 Perkara 3 Perkara
2023 1 Perkara 35 Perkara 36 Perkara

Sumber:Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Dari data diatas, dapat disimpulakan bahwa, perkara cerai gugat yang
disertai pembebanan pemenuhan hak perempuan belum terimplementasi
dengan baik. Para mantan suami, belum melunasi pembayaran nafkah mut’ah,
nafkah iddah, nafkah madhiyah, yang dituntut oleh penggugat (istri). Oleh
karena itu, akta cerai belum bisa dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh.

Pelunasan pembayaran terhadap pemenuhan hak perempuan menjadi
kepastian hukum dalam perkara cerai gugat. Akta cerai, akan ditahan oleh
Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sampai para tergugat (suami)
melunasi pemenuhan hak perempuan yang di tuntut oleh penggugat dalam
surat gugatan posita dan petitumnya. Sesuai dengan isi SEMA No 2 Tahun
2019 yaitu: maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca

perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai
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berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan
ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Namun perlu diingat bahwa dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah
Banda Aceh, posisi anti ultra petita sangat ditegaskan dalam seluruh putusan.
Oleh karena itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memuat perlindungan hak-
hak perempuan dalam segala bentuknya. Jika permohonan hak yang diminta
tidak dilakukan, maka tidak dapat mencakup keputusan yang mengikat secara
hukum dan semua hak yang timbul akibat perceraian. Majelis hakim
Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak dapat memutus hak-hak perempuan
dan anak yang timbul akibat perceraian kecuali diminta dalam permohonan.

Dari jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus oleh
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa, segala bentuk
pemenuhan hak-hak perempuan seperti natkah mut’ah, natkah iddah, natkah
madhiyah, dan hak hadhanah serta nafkah anak, yang dituntut oleh para
penggugat (istri), sudah terimplementasikan. Disini Para Hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh dalam putusan telah mengabulkan seluruh permintaan
perempuan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Zakian, M.H.,
Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Segala bentuk pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian
tetap menetapkan pemenuhan yang diminta oleh istri kepada suami. Dan
penerapan sekarang adalah dengan pengisian di dalam blangko surat
gugatan mandiri. Dengan meminta nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah
madhiyah dan hak hadhanah. Dengan penerapan Yang mana suami tetap
diikat istilahnya dengan Akta cerai ditahan sebelum suami menyerahkan dan
memberikan apa yang dibebankan olehnya suami. Jika ia tidak mebayarkan
atau meberikan segala apa yang sudah diputuskan oleh hakim, maka akta

cerai akan ditahan sampai ia melunasi bebannya”.
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Dari data diatas dapat terlihat bahwa implementasi PERMA Nomor 3
Tahun 2017 dan SEMA No 2 Tahun 2019 untuk perkara cerai gugat di

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sudah terealisasikan. Yang mana para

penggugat yang meminta hak-haknya sebagai perempuan yang berhadapan

dengan hukum juga mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak nya. Tetapi

sangat sedikit para penggugat yang meminta hak-hak tersebut. Banyaknya

para penggugat hanya ingin pisah atau bercerai sahaja dengan suaminya

tanpa meminta hak-haknya, sudah dijelaskan juga bahwasanyanya, para

majelis hakim tidak bisa ikut campur dalam pemenuhan yang tidak dimintai

didalam surat gugatan. Hakim hanya akan mengabulkan apa apa yang

diajukan didalam surat gugatan para pihak.

b. Tinjauan Hukum Islam Dalam Implemetasi Pemenuhan Hak

Perempuan Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh

1.

2.

Nafkah Mut’ah

Dalam Islam Natkah mut’ah bisa diberikan kepda istri
yang telah dipisahkan oleh suaminya dalam bnetuk harta sebagai
penghilang pilu (penghibur). Para ulama berpendapat bahwa
nafkah mut’ah tidak diwajibkan (gabla al-dukhul) diberikan
kepada setiap istri yang diceraikan. Sesuai dengan yg dijelaskan
dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 241.
Natkah Madhiyah

Didalam islam nafkah madhiyah merupakan nafkah
hutang dari suami kepada istri yang telah diceraikan dikarnakan
belum dilunaskannya nafkah nafkah terdahulu terutama mabhar.
Yang mana nafkah tersebut belum dilunaskan oleh suami dalam
kurun waktu 3 (tiga) bulan atau lebih. Sesuai yang dijelaskan
dalam Al-Quran surah Al-baqarah ayat 233 tentang kewajiban

memberi natkah. Yang mana dalam ayat tersebut dikatan bahwa
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suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara
makruf tidak lebih dan tidak kurang.
Nafkah Iddah

Di dalam hukum Islam seorang perempuan yang dicerai
atau yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk menjalani
masa iddahnya. Sebagaimana yang tersebut dalam QS At-Thalaq
ayat 1 dan ayat 6.
Nafkah Hadhanah

Dalam islam natkah hadhanah adalah pemberian nafkah
dari suami kepada istri dikarnakan sang mantan istri masih
menjaga anak mereka yang belum baligh dikarnakan anak-anak
tersebut masih memerlukan penjagaan serta perlindungan,
perhatian. Nafkah ini hukumnya adalah wajib bagi sang suami
karna nafkah tersebut untuk digunakan dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari sang anak. Dasar hukum disyariatkannya
hadhanah adalah dalam surah At-Tarim ayat 6. Dan pada hadis
riwayat Abu Daud dalam Sunan Abu Dawud, Juz II, No. 2276.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti jelaskan diatas dapat peneliti

beri kesimpulan sebagai berikut:

L.

Dalam Implementasi pemenuhan hak hak perempuan pada perkara
perceraian di Mahkamah Syar’iah Banda Aceh. Pada dasarnya seorang
istri yang dicerai masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan
haknya, dikarenakan adanya kondisi ekonomi suami yang masih serba
kekurangan untuk memenuhi hak istri yang dicerainya. Adapun hak-
hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang telah dicerai
berupa Natkah Mut’ah, Naftkah Madhiyah, Nafkah Iddah, serta Nafkah
Hadhanah.

Dalam upaya untuk memenuhi hak-hak perempuan yang dicerai.
Mahkamah Syar’iyah menciptakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan
SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai landasan bagi para istri yang di
cerai untuk meminta peradilan di Pengadilan Agama. Dengan adanya
PERMA No 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 setiap istri
yang diceraikan memiliki landasan hukum yang melindungi mereka
untuk menuntut hak mereka kepada suaminya.

Dalam agama juga ditegaskan bahwa setiap suami yang telah
menceraikan istrinya diharuskan untuk memberikan hak-hak yang
harus didapatkan oleh istrinya berupa Nafkah Mut’ah, Nafkah
Madhiyah, Nafkah Iddah, serta Natkah Hadhanah. Karena semuanya
itu telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis.

47
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B. Saran

Hasil dari uraian penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan

saran-saran sebagai berikut:

1.

Dari sudut pandang keilmuan (akademis), penelitian ini dapat menjadi
referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempelajari perwujudan hak-
hak perempuan dalam proses perceraian. Selain itu, penelitian ini juga
dapat memperluas wawasan dan pemahaman para pembaca khususnya di
fakultas dan mahasiswa hukum syariah yang fokus pada hukum keluarga.
Kehadiran para pihak yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh pada perkara cerai talak dan cerai gugat untuk dapat hadir pada
saat persidangan. Agar hak-hak serta kewajiban dari pada para pihak
dapat dipenuhi. Serta agar pemenuhan hak perempuan yang dibebani
sepenuhnya oleh mantan suami, agar segera melunaskan dan
memebayarkan secara tunai dihadapan majelis hakim. Agar pemenuhan
hak-hak perempuan perkara perceraian tidak terhambat oleh pengikaran
talak dan pengambilan akta cerai.

Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim harus mempertimbangkan
nilai-nilai keadilan tidak hanya berdasarkan aturan tertulis tetapi juga
berdasarkan sumber yang tidak tertulis. Hal ini memungkinkan hakim
tidak hanya berperan sebagai suara hukum namun juga menghasilkan

penemuan hukum yang responsif dan progresif.
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